~ KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGJ\H
b BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN

PELAGAN
No. 22GYT 7/ TA.

{ Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan
L nomor 00/06/77/030 tanggal 3 Maret 1977 diberikan Piagam ini yang berlaku sebagat‘
“surat keputusan pendafiaran ulang sekolah - sekolah swasta kejuruan di Jawa Tengah,

£ kepada :
nama sekolah
. tempat kedudukan
‘mulai berdiri
o lembaga pengusaha
nama

tempat kedudukan :

akte notaris

' ~ - ketentuan - ketentucn sebagai berikur :

1. Sekolah wajib melaporkan data - data murid pada awal tahun, pertengahan tahun:
dan akhir tahun termasuk hasil EBTA. ’

2. Sekolah wajib melaporkan data - data guru, baik tetap maupun tidak tetap yang.
sekurang - kurangnya dilakukan sekali setahun pada tiap awal tahun.

. 3. Sekolah wajib melaporkan duaia - data fisik dan perlengkapan pendidikan yang se-
kurang - kurangnya dilakukan sekali setahun selambat -lambatnya pada pertengahan
tahun.

4. Kepala sekolah atau guru yang diserahi pimpinan untuk sekolah swasta yang ber-.‘;
sangkutan harus mendapat persetujuan dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah
Kejuruan. :

5. Administrasi sekolah harus dilcksanakan dengan tertib menurut pedoman yang,;
telah ditentukan oleh Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan, “’

- 6. Sekolah wajib mentaati segala ketentuan - ketentuan Kanwil yang pembinaarmyq_'
‘ dilaksanakan oleh Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan dalam rangka pengem- -
bangan dan peningkatan muru pendidiken. '

7. Bagi sekolah-sekolah swasta yang bersangkutan yang ternyata tidak mentaat

ketentuan - ketentuan diatas, Piagam dapat dicabut kembali,

Semarang, =4 ﬂ/ a’/)‘@?‘ /9/
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An. Kepala Kan Wil Dep P dan K Prop Jawa Tengah
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